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RINGKASAN 

Putusan Hakim dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. Suatu perkara pidana yang akan diajukan dalam 

persidangan untuk memperoleh putusan, tentunya terdapat proses-proses sebelum 

perkara tersebut diajukan dipersidangan, yaitu adanya penyidikan, penuntutan 

yang mana jika ada kepentingan terhadap proses-proses tersebut maka penegak 

hukum bisa melakukan penahanan. Dalam kewenangannya untuk melakukan 

penahanan, tentunya ada jangka waktu yang membatasi suatu penahanan bagi 

tersangka atau terdakwa, aturan hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan 

Bagian Kedua mengenai penahanan dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP, 

sehingga dengan adanya aturan tersebut terdapat batas waktu yang harus dipatuhi 

oleh penegak hukum. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 

suatu putusan mengenai Masa Penahanan Serta Tidak Didampinginya Terdakwa 

Oleh Penasihat Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian pada perkara Nomor: 

107/Pid.B/2017/PN.Sit. Pertama, penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara 

Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. 

Kedua, pemeriksaan perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit tidak sesuai dengan 

ketentuan Pasal 56 KUHAP. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian 

yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam 

perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam KUHAP serta 

untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pemeriksaan perkara Nomor: 

107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Metode 

penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum 

(legal research), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan 
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dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 

sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku-

buku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum. 

Kesimpulan yang pertama, penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam KUHAP, sehingga terpidana dapat meminta ganti 

kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP. Kedua, pemeriksaan dalam perkara 

ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena sejak awal proses 

pemeriksaan perkara sampai akhir sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi 

oleh penasihat hukum. 

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah aparat penegak hukum seharusnya 

lebih teliti dalam memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan 

penahanan, karena aparat penegak hukum harus memprioritaskan ketiga nilai 

dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya tersangka 

atau terdakwa tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan, serta Hakim seharusnya 

lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena dalam 

ketentuan tersebut tidak hanya mengacu terhadap pasal yang dijatuhkan yang 

ancaman pidananya dibawah lima tahun tetapi juga mengacu kepada pasal yang 

disangkakan atau didakwakan. Hal tersebut berkaitan dengan dakwaan pertama 

yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling 

lama sepuluh tahun. Maka sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan pertama 

seharusnya tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari 

awal pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan oleh 

penasihat hukum tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari penyiksaan, 

pemaksaan, dan kekejaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Putusan Hakim dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini.
1
 Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan 

pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan serta dalam putusan pengadilan semestinya dipertimbangkan bahwa 

pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. 

Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur sesuai dengan hukum 

acara pidana Indonesia sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan 

sah. Sebagian hakim saat ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana harus 

mempertimbangkan masa penahanan terdakwa, yaitu tidak boleh kurang atau 

minimal sama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Masa 

penahanan seolah-olah menjadi patokan utama dalam mempertimbangkan 

penjatuhan pidana penjara, sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana 

yang memiliki batas minimum dan maksimum atau batas maksimum tertentu, 

yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, 

tergantikan oleh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.  

Suatu perkara pidana yang akan diajukan dalam persidangan untuk 

memperoleh putusan, tentunya terdapat proses-proses sebelum perkara tersebut 

diajukan dipersidangan, yaitu adanya penyidikan, penuntutan yang mana jika ada 

kepentingan terhadap proses-proses tersebut maka penegak hukum bisa 

melakukan penahanan. Dalam kewenangannya untuk melakukan penahanan, 

tentunya ada jangka waktu yang membatasi suatu penahanan bagi tersangka atau 

terdakwa, aturan hukum tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Bagian Kedua 

mengenai penahanan dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP, sehingga dengan 

                                                 
1
Pasal 1 angka 11, KUHAP 
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adanya aturan tersebut terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh penegak 

hukum. Dalam perkara Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit ternyata terdapat proses 

penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu:  

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai tanggal 25 April 2017 selama 

20 (dua puluh) hari. 

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 

sampai tanggal 4 Juni 2017 selama 40 (empat puluh) hari. 

3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 

2017 sampai tanggal 4 Juli 2017 selama 30 (tiga puluh) hari. 

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai tanggal 10 Juli 2017 

selama 7 (tujuh) hari. 

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 10 Juli 2017 sampai 7 Agustus 2017 

selama 29 (dua puluh sembilan) hari. 

Dari apa yang tertulis diputusan mengenai masa penahanan, ternyata hakim 

dalam putusannya mempertimbangkan karena masa penangkapan dan penahanan 

yang telah dijalani terdakwa di Rumah Tahanan Negara telah melebihi dari pidana 

yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 

(2) huruf b KUHAP maka terdakwa dibebaskan.
2
 Terhadap pertimbangan hakim, 

penulis tertarik untuk mengkaji apakah penahanan tersebut telah sesuai 

perhitungannya menurut Undang-Undang, dimana hal ini perlu dianalisis untuk 

mengetahui apakah hakim telah memberikan suatu keadilan dalam putusannya 

menyikapi adanya penahanan yang melebihi dari putusan. Terdapat dalam isu 

hukum kedua adalah berkaitan dengan tidak didampinginya para terdakwa oleh 

penasihat hukum sedangkan ancaman pidana yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun dalam dakwaan alternatif pertama, 

meskipun yang terbukti adalah dakwaan kedua yang ancaman pidananya selama 4 

tahun. 

Terhadap isu hukum yang kedua dalam penulisan skripsi ini adalah berkaitan 

dengan hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat 

hukum, ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1)  KUHAP yang berbunyi 

                                                 
2
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“dalam hal tersangka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau 

lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan 

pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk 

penasihat hukum bagi mereka”. Jika melihat fakta dalam putusan ternyata 

terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.
3
 Sedangkan dakwaan yang 

diajukan dalamperkara ini terdapat suatu pasal yang mengancam terdakwa dengan 

ancaman 10 tahun. Terhadap hal ini penulis akan menganalisis apakah dengan hal 

tersebut dapatkah dikenakan dengan Undang-Undang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS MASA PENAHANAN SERTA TIDAK 

DIDAMPINGINYA TERDAKWA OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM 

TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PUTUSAN NOMOR: 

107/Pid.B/2017/PN.Sit)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 

107/Pid.B/2017/PN.Sit telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP ? 

2. Apakah pemeriksaan perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit telah sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ? 

1.3 Tujuan Penelitian   

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas tepat 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

                                                 
3
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1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana bagi 

terdakwa dalam perkara Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan 

dalam KUHAP. 

2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pemeriksaan perkara Nomor 

: 107/Pid.B/2017/PN.Sit dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. 

1.4 Metode  Penelitian 

  Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh 

sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. 

Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri 

khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. 

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah 

yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru 

yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe 

penelitian hukum (legal research) yaitu menemukan kebenaran koherensi, 

yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang 

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah 

tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai 

aturan hukum) atau prinsip hukum.
4
 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

  Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

                                                 
4
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(conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach).
5
 

Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, pendekatan masalah yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, 

antara lain: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
6
 Peneliti mampu menangkap 

kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat 

menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan 

isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam 

skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209). 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)  

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum 

yang dihadapi.
7
 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa 

bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum 

yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi 

digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum 

yang digunakan di dalam proposal skripsi ini meliputi: 

 

                                                 
5
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6
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7
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1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
8
 Adapun bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209). 

2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan. 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian 

hukum meliputi: 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum, dan; 

                                                 
8
Ibid, hlm.181. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 

 

 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

didalam kesimpulan.
9
 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana yang diuraikan 

diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan 

oleh penulis  ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan 

Nomor: 107/Pid.B/2017/PN.Sit. dan kemudian menetapkan isu hukum 

sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis 

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan-ahan hukum yang disusun 

dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam 

bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik  

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode dari 

prinsip-prinsip umum menuju prinsip-psrinsip khusus, sehingga jawaban atas  

rumusan masalah dapat dicapai. Langkah berikutnya adalah memberikan 

preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.

                                                 
9
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemidanaan 

Pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh 

instransi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu 

aturan hukum.
10

 Dalam hal ini, pemidanaan berkaitan dengan penjatuhan pidana 

dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan 

keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dinyatakan secara 

sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Sejatinya, pemidanaan 

dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan  norma 

hukum dan membimbing agar terpidana insyaf serta menjadi anggota masyarakat 

yang berbudi baik dan berguna. 

2.1.1 Teori Pemidanaan 

Negara merupakan organisasi sosial yang tinggi, yang bertugas dan 

berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban 

masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, wajar jika 

negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan 

menjalankan pidana. Akan tetapi mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu 

diberikan dan atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang 

merupakan pertanyaan mendasar dalam teori pemidanaan, terdapat berbagai 

pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar 

putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar 

tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat 

ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan 

yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak 

membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau 

ringan, sering kali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori 
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pemidanaan yang dianut.
11

 Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat 

dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:  

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Teori ini menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau 

terjadinya kejahatan. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 

sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain bagi si pelaku itu sendiri 

maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena 

orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Pidana bukan 

merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan untuk 

mencerminkan keadilan.
12

  

Pembalasan bukan sebagai tujuan sendiri, tetapi sebagai pembatasan dalam 

arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan 

ada asas pembalasan yang negatif. Dalam hal ini, hakim hanya menetapkan batas-

batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. 

Sehingga pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting 

dalam penerapan hukum pidana yaitu untuk memenuhi keinginan akan 

pembalasan. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi 

dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses 

penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan 

tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.
13

 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut 

dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai 

                                                 
11

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, 

hlm.156. 
12

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, 2010, hlm.10. 
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sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dasar 

pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. 

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya 

orang jangan melakukan kejahatan.
14

  

Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan 

pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu, pidana mengandung hal-hal 

lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa 

kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang 

dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pidana harus dapat membebaskan si 

pelaku dari cara atau jalan yang salah yang telah ditempuhnya. Akan tetapi, 

penderitaan dalam tujuan membebaskan bukan semata-mata untuk penderitaan 

agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akaibat suatu pembalasan 

dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan 

keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan berobat dengan penuh 

keyakinan.
15

 

3. Teori Gabungan  

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar 

dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan 

besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan teori gabungan yang mengutamakan 

perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 

tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori 

gabungan yang mengutamakan pembalasan merupakan pendukung teori 

gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang 

berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi 
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juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum 

dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan 

itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) 

masyarakat. Menurut Zevenbergen, makna setiap pidana adalah suatu 

pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab 

pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan 

pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan 

lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu. Sedangkan, teori gabungan 

yang mengutamakan perlidungan tata tertib masyarakat menurut Simons, dasar 

primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan 

khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada 

ancaman pidananya dalam Undang-Undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan 

tidak efektif dalam pencegahan umum itu, baru diadakan pencegahan khusus, 

yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak 

berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan 

harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.
16

 

2.2 Penahanan 

KUHAP menjelaskan tentang pengertian dari Penahanan yang tertuang 

dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yang berbunyi “Penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum 

atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini”.
17

  

2.2.1 Tujuan Penahanan 

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan: 

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah 

penyidik  berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan 

penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan 

penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat 
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upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang 

tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil 

pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk 

dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, 

jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, 

kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)), 

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan 

penuntutan (Pasal 20 ayat (2)), 

3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk 

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan 

penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya 

penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).
18

 

   2.2.2 Syarat-syarat Penahanan 

Syarat-syarat penahanan dibagi dalam dua bagian yaitu syarat objektif dan 

syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya 

oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau 

memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia 

menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat 

yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.
19

 Syarat 

penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan:  

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana 

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. 

                                                 
18

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.165. 
19

Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Pidana (Memahami Perlindungan HAM 

dalam Proses Penahanan di Indonesia), Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm.71. 
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(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 

umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah 

penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau 

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 

(3) Tembusann surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan 

hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada 

keluarganya. 

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa 

yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam 

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 

ayat (1), Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 

454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechten Ordonnantie Bea dan Cukai, 

terakhir diubah dengan staatssblad Tahun 1931 (Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, 

Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. 

Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 

41, Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 

tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3086).
20

 

2.2.3 Jenis-jenis Penahanan 

Dalam KUHAP, jenis penahanan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:  

1. Penahanan Rumah  

Penahanan Rumah adalah penahanan yang dilakukan didalam rumah tempat 

tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan dilakukannya 

pengawasan terhadap terdakwa atau tersangka tersebut untuk menghindari segala 

                                                 
20

Ibid, hlm.72. 
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sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat 2)). 

2. Penahanan Kota  

Penahanan Kota adalah penahanan yang dilakukan dikota tempat tinggal atau 

tempat-tempat kediaman tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada 

waktu yang telah ditentukan tersebut (Pasal 22 ayat (3)). 

3. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

Penahanan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tahanan tersangka atau 

terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

pengadilan.
21

  

2.2.4 Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan Menahan 

Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan 

kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 

Pasal 29 KUHAP. Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik 

untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum 

selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan 

penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka 

dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum berakhir apabila 

penyidikan telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan 

penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan 

tersangka dari ruang tahanan. Penuntut umum menurut Pasal 25 KUHAP, 

memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. 

Penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 

paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum apabila pemeriksaan belum 

selesai. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan 

apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi. Jika penahanan telah sampai 50 

hari dan pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah 

dikeluarkan dari ruang tahanan.22 

                                                 
21

Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana: Pengantar Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, 

Pustaka Setia, Bandung, 2015,  hlm.47.  
22

Ruslan Renggong, Op.cit, hlm.88. 
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Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut Pasal 26 KUHAP, 

berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut 

dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari, apabila 

kepentingan pemeriksaan membutuhkan. Walaupun masa penahanan belum 

berakhir akan tetapi pemeriksaan telah rampung, terdakwa dapat dikeluarkan dari 

ruang tahanan. Setelah 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa 

harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.23  

2.3 Sanksi Pidana 

Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan untuk memenuhi syarat-

syarat tertentu.24 Dalam hal ini, sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk 

menanggulangi tindak pidana. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan 

pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan 

bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu 

sendiri. 

2.3.1 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP 

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP dibagi 

dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari Pidana 

Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. 

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, 

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 

A. Pidana Pokok 

1. Pidana Mati  

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di 

antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju 

adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang 

dibenarkan. Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana 

mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan 

                                                 
23

Ibid, hlm.89. 
24

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm.2. 
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berencana (Pasal 340), pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2)), 

pencurian dengan kekerasan dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam 

atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang 

berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)), dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan  

yang perlu diketahui untuk melaksanakan pidana mati yaitu: a. pidana mati 

dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati; b. 

pelaksanaaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum; c. pidana mati tidak 

dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun; d. pelaksanaan 

pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita 

tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; e. pidana mati 

baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi 

oleh Presiden; f. pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 

selama sepuluh tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu 

besar, jika terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 

memperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 

penting dan ada alasan yang meringankan; g. jika terpidana selama masa 

percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati 

dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua 

puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman; h. jika terpidana selama masa 

percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada 

harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah 

Jaksa Agung; i. jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati 

tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri 

maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan 

keputusan Menteri Kehakiman.25 

2. Pidana Penjara  

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang 

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana 

selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. 

                                                 
25

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.12. 
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Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, 

dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang 

berlaku dalam penjara. Beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara 

yang dapat menjadi jus constituendum yakni: a. pidana penjara dijatuhkan untuk 

seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama 

lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan 

minimum khusus; b. jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara 

seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi 

pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk 

waktu dua puluh tahun berturut-turut; c. jika terpidana seumur hidup telah 

menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, 

Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara 

paling lama lima belas tahun; d. pidana bersyarat.26 

3. Pidana Kurungan  

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 

kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup 

masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman 

penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan 

lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan 

pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan 

terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya 

pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1) Pidana 

kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun; (2) Jika ada 

pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau 

karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun 

empat bulan; (3) Pidana kurungan sekali-kali boleh lebih dari satu tahun empat 

bulan. 

4. Pidana Denda 

 Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 

pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan 

                                                 
26

Ibid, hlm.16. 
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satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun 

denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu 

secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Hal yang menarik dalam 

pidana denda karena diterapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan 

pembayaran denda dengan dapat diangsur.  

5. Pidana Tutupan  

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-

Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan 

oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan 

tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut 

dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih 

berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana 

tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana 

kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal 

pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana 

tutupan lebih baik.  

6. Pidana Tambahan  

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri 

dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim.  

1. Pencabutan hak-hak tertentu  

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan 

Hakim dari hak si bersalah ialah: hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan 

tertentu, hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 

baik udara, darat, laut maupun Kepolisian, hak memilih dan dipilih dalam 

pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum, hak menjadi 

penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator 

pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri, kekuasaan orang tua, 

perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri, dan hak untuk mengerjakan 

tertentu. 
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Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan 

memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum 

telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan 

pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap 

orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan 

kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, 

melakukan tindak pidana. Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam 

Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: a. Bila dijatuhkan hukuman 

pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya yaitu: jika dijatuhkan 

hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup, jika dijatuhkan 

hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan 

selama-lamanya lima tahun, dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit 

dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. b. Hukuman itu mulai berlaku pada 

hari keputusan Hakim dapat dijalankan. 

2. Perampasan barang-barang tertentu  

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 

KUHP adalah: a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan 

pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan 

sebagainya yang disebut Corpora Dilictie dan barang-barang yang dipakai untuk 

melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau 

pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut 

dengan Instrument Dilictie; b. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si 

terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang 

palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan 

hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau 

pelanggaran; c. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat 

fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus 

dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 

dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan). 
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2.3.2 Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pemidanaan Di Luar KUHP 

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena 

seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana 

mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang 

tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan 

dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal 

dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat 

kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi 

dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka 

pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Bertolak dari pengertian 

tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana 

substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat 

dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil 

dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah 

perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi. Perkembangan sistem 

pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya 

ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran 

modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Sistem Indeterminate 

Sentence adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, 

melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk 

menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap 

pelaku tindak pidana.
27

  

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus 

diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan 

dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan 

masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka 

pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam 

arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 

                                                 
27

Fernando I. Kansil, jurnal, Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan menurut KUHP 

dan Di Luar KUHP, Lex Crimen Vol. III/No.3/Mei-Jul/2014. 
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Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar 

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap 

jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta 

Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh 

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).28 

2.4 Tindakan Hukum 

Tindakan hukum adalah setiap tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum 

karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan tindakan 

tersebut. Tindakan hukum terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya 

pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk menimbulkan 

akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat 

pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya sebab dapat terjadi 

secara tegas dan dilakukan dengan cara tertulis, mengucap isyarat dan isyarat. 

Suatu tindakan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang 

dimaksud adalah perbuatan aktif dan perbuatan pasif, namun secara hukum orang 

diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban di dalam masyarakat. 

2.4.1 Ganti Kerugian 

Ganti kerugian terdapat dalam hukum pidana dan hukum perdata. Namun 

antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup 

pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti 

kerugian dalam hukum perdata. Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat 

penegak hukum, pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap 

perbuatan aparat penegak hukum itu ialah tersangka, terdakwa atau terpidana. 

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi 

penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau 

terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi 

untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia 

dinyatakan tidak bersalah, dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan 
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ini karena dia sudah dirugikan. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana dapat 

mengajukan ganti kerugian jika penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, 

dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersngka oleh 

aparat penegak hukum) atas atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan Undang-

Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau 

ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. 

Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan 

tanpa alasan berdasar undangan-undangan, memberi hak kepadanya menuntut 

ganti kerugian. Dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak 

seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan 

sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan 

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan 

berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian yaitu ganti kerugian merupakan hak 

tersangka atau terdakwa, hak itu pemenuhan imbalan sejumlah uang dan hak atas 

imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas 

dasar karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau 

peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, karena tindakan lain tanpa 

alasan berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orang atau 

hukum yang diterapkan.29 

Penentuan tenggang waktu ganti kerugian sangat penting artinya bagi 

terbinanya kepastian hukum.  Sekalipun tuntutan ganti kerugian merupakan hak 

yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa, perlu 

membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Tidak layak memberi kesempatan 

yang tidak terbatas bagi yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti 

kerugian. Hal tersebut dapat mengaburkan kepastian hukum. Tuntutan  ganti 
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kerugian berdasarkan alasan yang disebut dalam Pasal 95 meliputi penangkapan, 

penahanan, penuntutan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-

Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 

jangka waktu pengajuan yang dibenarkan selama tiga bulan dan terhitung sejak 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.30 

2.5 Hak Tersangka atau Terdakwa untuk diberikan Bantuan Hukum 

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami keguncangan 

batin sehingga dalam kondisi seperti inij dibutuhkan nasihat dari pihak lain. 

Demikian halnya dengan orang yang yang menghadapi masalah hukum, misalnya 

apabila orang tersebut menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan 

penahanan, tentu sangat membutuhkan nasihat hukum dari orang yang ahli dalam 

bidang hukum. Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa 

untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli dibidang hukum 

merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya 

pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang yang bermasalah dengan hukum. 

Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang 

lalu, belum menjadikan bantuan kepada tersangka atau terdakwa sebagai suatu 

hak yang melekat kepadanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai 

sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribad. Bagi 

tersangka atau terdakwa yang mampu menyiapkan penasihat hukum, sedangkan 

yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.
31

 

Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka 

atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan 

hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajian hakim untuk 

menunjuk penasiha hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim untuk menunjukkan 

terdakwa penasihat hukum hanya sebatas pada terdakwa yang melakukan tindak 

pidana yang diancam pidana mati. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan 

hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun, hak tersangka 

atau terdakwa diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa apakah akan 
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menyiapkan penasihat hukum sendiri atau tidak. Penyediaan penasihat hukum 

sebagai suatu kewajiban Negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap 

tahapan pemeriksaan perkara. Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian 

bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB VI KUHAP 

Pasal 54 yang menentukan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 

berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini. Penunjukan penasihat hukum yang 

dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk 

memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui surat 

kuasa.
32

 

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut Pasal 57 ayat 

(1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Adapun hubungan antara 

penasihat hukum dan tersangka yaitu:  

1. Hak penasihat hukum untuk menghubungi tersangka atau terdakwa dalam 

semua tingkat pemeriksaan, hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada 

semua tingkat pemeriksaan, dan hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat 

dilakukan penasihat hukum pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan 

pembelaannya; dan 

2. Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka atau 

terdakwa dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau 

petugas rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau 

penuntutan, peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat 

yang bersangkutan apabila terdapat bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut 

telah disalahgunakan oleh penasihat hukum, apabila setelah diawasi pun ternyata 

penasihat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya, maka hubungan 

pembicaraan tersebut disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan, dan apabila 
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setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasihat 

hukum, hubungan selanjutnya dilarang.
33

 

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap 

tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Dalam bantuan 

penasihat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum sampai ke tingkat wajib. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat 

pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih 

tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh 

penasihat hukum. Tanpa didampingi penasehat hukum tidak menghalangi 

jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas 

mendapatkan bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan 

hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan 

apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Wajib 

mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan merupakan tingkat bantuan 

hukum yang paling sempurna, sehingga persidangan dan putusan pengadilan yang 

diambil tanpa mendapat bantuan penasihat hukum, dianggap batal. Pembuat 

Undang-Undang belum berani membuat ketentuan pemberian dan mendapatkan 

bantuan hukum bersifat wajib. Keberanian mereka baru sampai pada taraf bersifat 

pemberian hak. Hak mendapatkan dan didampingi penasihat hukum pada tingkat 

penyidikan, tertuang dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan (2) KUHAP yang 

menjelaskan bahwa “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 

tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara 

melihat serta mendengar pemeriksaan” dan “dalam hal kejahatan terhadap 

keamanan Negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak 

dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”. Karena keikutsertaan 

pendampingan seorang penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan hanya 

bersifat fakultatif dan pasif. Tidak ada suatu keharuan bagi penyidik untuk 

memperbolehkan seorang penasihat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan 
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penyidikan. Semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik apakah dia 

memperbolehkan atau tidak hadirnya penasihat hukum mengikuti jalannya 

pemeriksaan penyidikan. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasihat 

hukum supaya pejabat penyidik harus memperbolehkan penasihat hukum 

mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.
34

 

Dalam tindak pidana tertentu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum 

sifatnya menjadi wajib dan sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi 

tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 

KUHAP yaitu jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan 

diancam dengan tindak pidana hukuman mati atau hukuman lima belas tahun atau 

lebih. Kedua kategori ancaman hukuman ini tidak dipersoalkan apakah mereka 

mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri 

penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan 

membiayai sendiri, pada saat itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan 

untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.
35

 Jika tersangka 

atau terdakwa tidak menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat 

yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. Apabila tersangka atau terdakwa 

tidak mampu atau tidak ada menunjuk penasihat hukum dengan sendirinya 

terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. 

Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi 

tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan yaitu tersangka atau 

terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya dan ancaman 

hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. 

Kewajiban yang tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau 

terdakwa mendapatkan penasihat hukum. Semata-mata kewajiban menunjuk 

penasihat hukum digantugkan pada beratnya ancaman hukuman. Jika tindak 

pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima 

belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum 

dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat 
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yang bersangkutan. Apabila kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk 

menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa digantungkan pada dua 

syarat yaitu ketidakmampuan tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat 

hukum, jika tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk 

menunjuk penasihat hukum dan digantungkan pada beratnya ancaman hukuman 

lima tahun atau lebih. Jika ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau 

didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan 

penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum 

baginya.
36
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis menyimpulkan: 

1. Bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak sesuai, sehingga 

terpidana dapat meminta ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP. 

2. Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 

56 KUHAP, karena sejak awal proses pemeriksaan perkara sampai akhir 

sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. 

4.2 Saran 

      1. Aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan 

ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan, karena aparat 

penegak hukum harus memprioritaskan ketiga nilai dasar hukum yaitu 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum supaya tersangka atau 

terdakwa tidak dirugikan dan mendapatkan keadilan. 

2.  Hakim seharusnya lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan Pasal 56 

KUHAP, karena dalam ketentuan tersebut tidak hanya mengacu terhadap 

pasal yang dijatuhkan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tetapi 

juga mengacu kepada pasal yang disangkakan atau didakwakan. Hal 

tersebut berkaitan dengan dakwaan pertama yaitu ketentuan Pasal 303 ayat 

(1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun. Maka 

sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan pertama seharusnya 

tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum mulai dari awal 

pemeriksaan sampai putusan pengadilan. Dengan adanya pendampingan 

oleh penasihat hukum tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari 

penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman. 
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